
VOLUME 24

JURNAL MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN

No. 01 Maret • 2021 Halaman 24 - 32

Artikel Penelitian

KESIAPAN INTEGRASI LAYANAN TB-HIV PUSKESMAS
DI KABUPATEN KULON PROGO

READINESS FOR INTEGRATION OF TB-HIV SERVICES IN KULON PROGO DISTRICT

Titi Supriati1*, Yodi Mahendrahata2, Ari Natalia Probandari3
1Program Pascasarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat
2Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan

3Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat

1,2Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada
3Fakultas Kedokteran, Universitas Sebelas Maret

ABSTRACT
Background: Indonesia is one of the countries with a high burden
of TB and HIV. In response, countries adopted collaborative TB-HIV
guidelines which recommending integrated services including diag-
nostic screening and care for TB-HIV patients. In Kulon Progo, only
half of the target achieved for HIV testing on TB patients and efforts
to improve services under the existing health system resources.
Therefore, it is very important to understand its capacity to provide
integrated TB-HIV services.
Objective: This study aimed to assess the readiness for integration
of TB-HIV services at the Puskesmas for the health system in Kulon
Progo District.
Methods: The research used mixed methods explanatory sequen-
tial design. The unit of analysis was the Puskesmas. Cross-
sectional observations using a modified SARA questionnaire fol-
lowed by in-depth interviews explored the barriers and opportunities
for integration of TB-HIV services at the Puskesmas were con-
ducted.
Results: Overall from 21 Puskesmas, 93.3% (95% CI; 92.7%-93.9)
Puskesmas had readiness to provide basic health services, 63.8%
(95% CI, 60.7–66.8) Puskesmas had TB service readiness, 80.9%
(95% CI: 73.6–88.2) Puskesmas had readiness for HIV testing coun-
seling services, only 1 Puskesmas (4.7%) had good readiness for
both services. Based on the domain assessment, only 40.4% of
Puskesmas have trained staff in TB diagnosis and treatment and
61.9% of Puskesmas have trained personnel and guidance on HIV
testing counseling. Leadership involvement had a positive effect
on strengthening integration readiness, while negative responses
from access to knowledge and training weaken service integration
readiness.
Conclusion: Puskesmas had good readiness for general services
and HIV counseling services. However, readiness for TB services
was suboptimal, only one puskesmas had readiness in the good
category for both services. Leadership involvement coordinates
the two services and directs management support to strengthen
integration readiness. Trained staff and the availability of TB-HIV
guidelines must be met to support the integration of TB-HIV ser-
vices.
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ABSTRAK
Latar Belakang: Indonesia menjadi salah satu negara dengan
beban TB dan HIV tinggi. Sebagai respon, negara mengadopsi
pedoman kolaborasi TB-HIV yang merekomendasikan layanan ter-
integrasi termasuk skrining diagnostik dan perawatan untuk pasien
TB-HIV. Di Kulon Progo hanya setengah dari target dilakukan tes
HIV pada pasien TB dan berupaya meningkatkan layanan di bawah
sumber daya sistem kesehatan yang ada. Oleh karena itu, sangat
penting memahami kapasitasnya memberikan layanan TB-HIV se-
cara terpadu.
Tujuan: Penelitian ini bertujuan menilai kesiapan integrasi layanan
TB-HIV di Puskesmas untuk sistem kesehatan di Kabupaten Kulon
Progo.
Metode: Metode penelitian menggunakan mixed methods explana-
tory sequential design. Unit analisis adalah Puskesmas. Observasi
cross-sectional menggunakan kuesioner modifikasi SARA dilan-
jutkan wawancara mendalam mengeksplorasi hambatan dan pelu-
ang integrasi layanan TB-HIV di Puskesmas.
Hasil: Secara keseluruhan dari 21 Puskesmas, 93,3% (CI 95%;
92,7%-93,9) Puskesmas memiliki kesiapan memberikan layanan
kesehatan dasar, 63,8% (CI 95%, 60,7–66,8) Puskesmas memi-
liki kesiapan layanan TB, 80,9% (95% CI: 73.6–88.2) Puskesmas
memiliki kesiapan layanan konseling tes HIV, hanya 1 Puskesmas
(4,7%) memiliki kesiapan baik untuk kedua layanan. Berdasarkan
penilaian domain, hanya 40,4% Puskesmas memiliki petugas ter-
latih diagnosis dan pengobatan TB dan 61,9% Puskesmas memiliki
petugas terlatih dan pedoman konseling tes HIV. Keterlibatan pimp-
inan mempunyai pengaruh positif menguatkan kesiapan integrasi
sebaliknya respons negatif dari akses pengetahuan dan pelatihan
melemahkan kesiapan integrasi layanan.
Kesimpulan: Puskesmas memiliki kesiapan baik untuk layanan
umum dan layanan konseling HIV, namun kesiapan layanan TB
suboptimal, hanya satu puskesmas memiliki kesiapan kategori baik
untuk kedua layanan. Keterlibatan pimpinan mengoordinasikan ke-
dua layanan dan mengarahkan dukungan manajemen menguatkan
kesiapan integrasi. Petugas terlatih dan ketersediaan pedoman TB-
HIV harus dipenuhi untuk mendukung integrasi layanan TB-HIV.
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PENDAHULUAN
TB masih menjadi salah satu dari sepuluh penye-

bab kematian tertinggi di dunia. Pada tahun 2015,
terdapat 10,4 juta insiden kasus TB di seluruh dunia.
Melalui ’end TB Strategy ’ menetapkan target ambisius
pengurangan 90% dan 80% dalam kematian dan keja-
dian TB pada tahun 2030.1 Indonesia berada di urutan
ketiga dunia dengan beban TB, kematian TB diperki-
rakan 1,3 juta pada tahun 2018 dan 251.000 kematian
terkait dengan HIV2. Di Indonesia, Kasus HIV pada
tahun 2017 sebanyak 301.959 jiwa (47% dari estimasi
ODHA dengan TB). Angka kematian akibat kasus TB-
HIV sebesar 13 kasus per 261.000 penduduk. WHO
merekomendasikan skrining dua arah TB dan HIV,
telah diimplementasikan di berbagai tingkat layanan
kesehatan dan dilaporkan memberikan hasil HIV yang
tinggi di antara pasien TB. Pendekatan ini tidak
hanya mengurangi insiden dan penyebab TB tetapi
juga memperlambat komplikasi HIV.2 Kementerian
kesehatan mengembangkan pedoman nasional un-
tuk kolaborasi TB-HIV. Rencana strategis HIV beru-
paya melatih penyedia layanan kesehatan, memilih
lokasi untuk implementasi, memperkuat mekanisme
rujukan, hubungan dan meningkatnya layanan TB-
HIV.3 Namun, program TB tidak semua merealisas-
ikan dengan jelas tentang bagaimana menerapkan
skrining/diagnosis TB-HIV dua arah. Kerangka kerja
kolaborasi untuk perawatan dan pengendalian TB
dan HIV memberikan pedoman untuk membangun
mekanisme kolaborasi termasuk koordinasi bersama,
pengawasan dan skrining dua arah.

Meskipun banyak kemajuan pemberian layanan
dalam perawatan TB dan HIV, layanan kesehatan tidak
selalu bekerja secara terpadu, bahkan mungkin ga-
gal dalam menyediakan skrining untuk koinfeksi TB
HIV. Berdasarkan data layanan TB di Puskesmas, ca-
paian pasien TB di layanan 54% dari target, sedan-
gkan skrining tes HIV di antara pasien TB 52% dari
target 100%. Hal ini menunjukkan Puskesmas melak-
sanakan kegiatan kolaborasi TB-HIV masih rendah
termasuk belum dilaksanakan layanan TB-HIV terin-
tegrasi termasuk tes dan konseling pada semua orang
dengan TB, IPT untuk orang yang hidup dengan HIV
dengan skrining negatif TB maupun strategi lain untuk
mendukung orang dalam perawatan dan tetap dalam
pengobatan dengan manajemen terintegrasi. Selain
itu sistem yang ditetapkan untuk rujukan pasien dan
mekanisme umpan balik belum berjalan optimal dalam
sistem kesehatan. Tercatat dari 53 pasien HIV, 15 di-
antaranya ditemukan dan dirawat di luar Kulon Progo,
menunjukkan sistem kesehatan belum berpihak untuk
pasien HIV.

Ada informasi terbatas tentang kapasitas fasilitas
kesehatan mengintegrasikan layanan TB dan HIV di

Kulon progo. Beberapa penelitian mengungkapkan
bahwa fasilitas kesehatan tidak cukup siap untuk men-
gelola pasien HIV, lebih buruk lagi kapasitas dan kesi-
apan beberapa fasilitas TB yang tersedia untuk men-
gelola HIV belum direalisasikan. Tujuan penelitian
ini adalah untuk menilai kesiapan integrasi layanan
TB-HIV di Puskesmas Kabupaten Kulon Progo serta
mengeksplorasi hambatan dan peluang pelaksanaan-
nya.

METODE
Penelitian telah dilakukan tanggal 10 Februari

sampai dengan 29 April 2020 di 21 Puskesmas Kabu-
paten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Berdasarkan derajat kesehatan, 54% penemuan TB
dan 59% mendapat pelayanan TB kesehatan sesuai
standar serta 52% pasien TB yang telah dilakukan tes
HIV, sekitar 43,6% pelayanan kesehatan orang den-
gan risiko HIV.

Penelitian ini merupakan penelitian mixed meth-
ods explanatory sequential design merupakan pen-
dekatan penelitian dengan mengumpulkan dan men-
ganalisis data kuantitatif diikuti data kualitatif untuk
membangun pemahaman yang lebih lengkap tentang
fenomena.4 Kombinasi metode kuantitatif dan kuali-
tatif saling melengkapi dan menghasilkan gambaran
lengkap tentang masalah penelitian. Dalam peneli-
tian ini, data kuantitatif membantu mengidentifikasi
ketersediaan dan kesiapan layanan umum, kesiapan
layanan TB dan kesiapan layanan konseling tes HIV
dan memilih informan untuk fase kedua dengan purpo-
sive sampling. Pendekatan studi kasus kualitatif digu-
nakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempen-
garuhi kesiapan layanan dan menjadi prediktor pent-
ing bagi integrasi layanan TB-HIV.

Data kuantitatif dikumpulkan dengan cara
melakukan wawancara terstruktur kepada program-
mer TB dan konselor HIV yang terlibat dalam pem-
berian layanan TB dan konseling tes HIV menggu-
nakan instrumen penelitian survey ketersediaan dan
kesiapan integrasi layanan TB-HIV diadopsi dari kue-
sioner Service Availability and Readiness Assessment
(SARA) yang direkomendasikan WHO.5 Kuesioner
SARA mencakup kesiapan layanan umum terdiri dari
lima domain yaitu fasilitas dasar, peralatan dasar,
pencegahan infeksi, kapasitas diagnostik dan obat-
obatan esensial, sedangkan kesiapan layanan spesifik
terdiri dari tiga domain yaitu staf dan pedoman, kap-
asitas diagnostik dan obat-obatan/komoditas. Kue-
sioner ini telah diterjemahkan ke dalam Bahasa In-
donesia sebelum digunakan pada saat penelitian dan
melibatkan dua dokter puskesmas untuk menilai ke-
sesuaian dengan layanan di Puskesmas. Kuesioner
dilakukan uji coba di Puskesmas Wates dengan dok-
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ter sebagai informan. Kuesioner kesiapan layanan ini
mencakup pertanyaan tertutup yang membutuhkan
jawaban dari informan Puskesmas misalnya tersedia
atau tidak tersedia, berfungsi atau tidak berfungsi.
Pertanyaan kuesioner sudah dikelompokkan sesuai
layanan yang dinilai. Penilaian menggunakan jum-
lah skor indikator setiap domain dalam persentase.
Beberapa Puskesmas melibatkan analis laboratorium
dan asisten apoteker untuk menjawab pertanyaan.
Kuesioner yang telah terisi kemudian diperiksa ke-
lengkapan dan melakukan konfirmasi.

Rancangan studi kasus digunakan untuk
mengumpulkan dan menganalisis data pada fase
kedua. Pemilihan kasus dilakukan melalui pen-
gelompokan berdasarkan jumlah skor, kelompok per-
tama Puskesmas memiliki kesiapan kedua layanan
kategori baik, kelompok kedua Puskesmas memi-
liki kedua layanan suboptimal dan kelompok ketiga
Puskesmas memiliki konseling tes HIV baik. Se-
lanjutnya Puskesmas memiliki skor yang hampir
sama sehingga kami menentukan secara subjektif
memilih programmer TB dari kelompok Puskesmas
kedua layanan sub optimal kami anggap mampu
memberikan penjelasan secara baik, begitu pula
dengan layanan konseling tes HIV. Ketiga Kepala
Puskesmas memberikan izin dan bersedia berpar-
tisipasi. Meskipun ada satu Kepala Puskesmas
yang kesulitan melakukan janji temu sehingga kami
mewawancarai dokter koordinator layanan. Selanjut-
nya dilakukan pengumpulan data kualitatif bertujuan
mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi ke-
siapan dan hambatan serta peluang integrasi layanan
TB-HIV di Puskesmas. Data dikumpulkan dari berba-
gai sumber yang menghasilkan ke dalam dari masing-
masing deskripsi kasus. Wawancara mendalam 11
responden dilakukan di dalam ruangan yang bebas
dari gangguan dan kebisingan. Wawancara direkam
menggunakan alat perekam berlangsung sekitar 30-
45 menit. Wawancara mendalam dilakukan program-
mer TB-HIV Dinas Kesehatan, Kepala seksi Pengen-
dalian Penyakit Menular dan Kepala Bidang Pengen-
dalian Penyakit sebagai informan kunci. Sebelum
wawancara disampaikan penjelasan penelitian, jam-
inan kerahasiaan dan izin menggunakan perekam.
Persetujuan tertulis diperoleh dari orang yang di-
wawancarai.

HASIL
Kesiapan Layanan

Data menunjukkan bahwa secara keseluruhan,
93,3% (CI 95% 92,7%-93,9) Puskesmas memiliki ke-
siapan memberikan layanan kesehatan dasar, 63,8%
(CI 95% 60,7–66,8) Puskesmas memiliki kesiapan
layanan TB dari domain ketersediaan obat-obatan

memiliki skor tertinggi (100%) sedangkan ketersedi-
aan petugas dan pedoman memiliki skor terendah
(40,4%). Kesiapan layanan konseling dan tes HIV
secara keseluruhan dengan bobot skor yang sama,
ketersediaan petugas dan pedoman 61.9% menjadi
komponen terlemah dan ketersediaan diagnostik dan
obat-obatan menjadi komponen tertinggi, maka ke-
seluruhan kesiapan dari empat domain yaitu 80.9%
(95% CI 73.6–88.2).

Gambar 1. Kesiapan layanan TB dan HIV di Puskesmas

Pada fase kualitatif, kami melakukan wawancara
mendalam mengenai faktor-faktor yang mempen-
garuhi kesiapan Puskesmas terhadap layanan ter-
integrasi. Karakteristik responsden berdasarkan je-
nis kelamin 62,5% perempuan dan 37,5% laki-laki.
Berdasarkan pendidikan 50% lulusan S1, 37,5% lulu-
san D3 dan 12,5% lulusan S2, dari pendidikan yang
memadai untuk memberikan keterangan sesuai peran
mereka dalam pemberian layanan.

Faktor-Faktor Mempengaruhi Kesiapan Integrasi
Layanan

Berdasarkan pemilihan kasus, Puskesmas yang
dipilih: 1) Puskesmas Wates yang memiliki kesiapan
layanan TB dan kesiapan layanan konseling HIV kat-
egori baik, 2) Puskesmas Kalibawang memiliki kesi-
apan layanan HIV baik, 3) Puskesmas Pengasih 2
memiliki layanan TB dan layanan konseling HIV sub
optimal. Pernyataan yang mendukung dinilai sebagai
respons positif, dan jawaban yang menghambat seba-
gai respons negatif.

Keterlibatan kepemimpinan
Respons Puskesmas Wates terhadap penemuan

TB tinggi dan prevalensi HIV semakin meningkat
mengembangkan layanan TB-HIV terpadu. Pimp-
inan memberikan dukungan anggaran untuk menata
ulang ruangan layanan TB dan HIV melalui masing-
masing program serta melakukan kerjasama den-
gan kelompok sebaya dan akademisi untuk mencip-
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takan kebutuhan layanan ”ada perencanaan sarana
dan prasarana untuk masing-masing pendukung
layanan dan kegiatan dan alokasi anggaran untuk
meningkatkan kapasitas petugas TB dan HIV dalam
seminar dan pelatihan”.

Berbeda dengan Puskesmas Kalibawang, pimp-
inan menyoroti kebutuhan pemisahan area infeksi,
sebagai kebutuhan pengendalian infeksi dan pen-
ganggaran dalam perencanaan kegiatan layanan TB,
sedangkan jumlah pasien HIV sedikit membutuhkan

perencanaan lebih lanjut, ”Kalo dari pimpinan, layanan
HIV harus membutuhkan perencanaan? Soalnya pasi-
ennya ga begitu banyak, selama ini kan hanya ru-
jukan ke sardjito.” Sedangkan Puskesmas Pengasih
2 menunjuk perawat untuk mengelola layanan TB
sekaligus menjadi konselor HIV untuk mengkoordi-
nasikan layanan TB dan HIV. Pimpinan mengakui
memberikan dukungan layanan meskipun dukungan
pimpinan belum dapat meningkatkan pelayanan TB
sesuai standar.

Tabel 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan layanan Puskesmas

Faktor PKM Wates PKM Kalibawang PKM Pengasih 2

+ - + - + -

Keterlibatan kepemimpinan
1. Komitmen pimpinan ++ + + -
2. Dukungan manajemen ++ + - + -
3. Koordinasi ++ + - + -

Ketersediaan sumber daya
1. Petugas terlatih ++ + - + -
2. Ruang konsultasi dengan privasi ++ + - -

Akses pengetahuan dan informasi
1. Studi dokumentasi + - + - + -
2. Pelatihan - - -

Keterangan:
++: sangat kuat +: kuat -: lemah - -: sangat lemah

Ketersediaan Sumber Daya
Hasil observasi Puskesmas Wates bahwa layanan

TB dan layanan konseling tes HIV tergabung dalam
layanan IMS terletak berdekatan menempatkan area
infeksi terpisah dari pelayanan umum dan memper-
hatikan standar pengendalian dan pencegahan in-
feksi. Sedangkan Puskesmas Kalibawang meny-
oroti kasus TB meningkat melatarbelakangi pemisa-
han Layanan TB dari layanan pasien umum, meran-
cang memenuhi standar pengendalian dan pencega-
han infeksi, namun keterbatasan ruang menempatkan
layanan konsultasi HIV menggunakan ruang bersama
secara bergantian. Seperti pernyataan dokter maupun
programmer :

”ada ruangan mutu untuk konseling
bersama tapi ketika sedang digunakan
konseling gizi tidak bisa langsung harus
menunggu”

Berbeda dengan Puskesmas Pengasih 2, Kepala
Puskesmas menyediakan ruang layanan TB terpisah
dari layanan umum sebagai dukungan layanan TB,
memenuhi kaidah pencegahan infeksi namun tidak
memenuhi privasi sebagai ruang konseling.

Kami menemukan ketiga Puskesmas mempunyai
ketersediaan petugas terlatih TB maupun HIV, menye-
babkan petugas menjadwalkan layanan TB satu kali
dalam satu minggu, hari yang lain melakukan kontak
tracing dan pelaporan, seperti pernyataan petugas:

”Petugas terlatih program baru 1 orang un-
tuk TB dan 1 orang untuk HIV, Hal ini men-
jadi kendala manakala petugas tersebut
berhalangan atau mendapat tugas yang
lain terkait kompetensinya”

Akses Pengetahuan dan Informasi
Puskesmas wates memiliki dokter terlatih mana-

jemen koinfeksi TB-HIV meskipun sudah lebih dari
2 tahun, sebagai konselor HIV dan ditunjuk menjadi
koordinator layanan TB-HIV di Puskesmas. Petugas
mengakui bahwa Puskesmas Wates mendapat ke-
sempatan mengikuti pelatihan HIV secara berkelanju-
tan, diilustrasikan sebagai berikut:

”Dulu kita awalnya malah dari HIV. Kebe-
tulan saya sama bu retno sudah kolabo-
rasi agak lama. Dan kemudian kami dapat
kesempatan pelatihan bersama, meskipun
kolaborasi hanya pelayanan”
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Gambaran berbeda dengan Puskesmas
Kalibawang, petugas TB mendapatkan pelatihan 10
tahun yang lalu, meskipun ada kesempatan pelatihan
TB dan HIV, petugas beranggapan tingginya kunjun-
gan dan kegiatan di Puskesmas menjadi pertimban-
gan dan mengurangi keinginan mengikuti pelatihan,
dan layanan TB-HIV belum mendapatkan prioritas.
Namun ada pertemuan rutin memfasilitasi pemba-
haruan pengetahuan bagi petugas layanan. Sedan-
gkan Puskesmas Pengasih 2 mempunyai pendapat
berbeda bahwa bukan hanya pengelola yang menda-
patkan pelatihan TB namun petugas lain yang terlibat
juga mendapatkan pelatihan sehingga pengelola TB
dan HIV tidak dikelola oleh satu orang melainkan se-
bagai tim.

”pelatihan,itu usulan saya tidak hanya
banyaknya atau frekuensi yang diberikan
tetapi petugas yang terlibat. Kalo ada sis-
tem keterpaduan berarti semua harus di-
latih tidak hanya petugas TB saja”

Hambatan dan Peluang
Hasil wawancara Kepala Puskesmas, programmer

TB dan konselor HIV mengenai peluang yang mem-
pengaruhi integrasi layanan TB-HIV ditemukan tema
utama: 1) Dukungan pimpinan; 2) Ketersediaan ruang
dan sarana; 3) Kemudahan akses informasi.

1. Dukungan pimpinan
Semua peserta yang diwawancarai sepakat bahwa

mengintegrasikan layanan TB-HIV membutuhkan
keterlibatan pimpinan dan respons positif secara lang-
sung dan tidak langsung mempengaruhi program-
mer TB, alokasi anggaran dan dukungan lain yang
dapat mempengaruhi kesiapan Puskesmas untuk
mengintegrasikan layanan TB-HIV. Meskipun pimp-
inan mengakui mempunyai respons baik dan dukun-
gan terhadap layanan namun beberapa pimpinan
tidak mengalokasikan anggaran dan sarana secara
khusus. Pimpinan meyakini memberikan anggaran
untuk memisahkan zona infeksi mendukung layanan
TB/HI.

2. Ketersediaan ruangan dan sarana
Beberapa programmer percaya bahwa HIV mem-

butuhkan ruang yang memadai dan berpikir bahwa
layanan TB/HIV dapat meningkatkan risiko penularan
TB ke pasien HIV. Namun, programmer lain mengang-
gap keterbatasan ruangan bukan masalah selama
sumber daya yang tersedia dimanfaatkan secara opti-
mal, kebutuhan integrasi diatur dan menetapkan stan-
dar infeksi, mereka berpikir bahwa integrasi TB/HIV
memungkinkan.

3. Kemudahan akses informasi
Pengetahuan yang memadai tentang HIV koinfeksi

TB untuk mengoptimalkan layanan yang diberikan
kepada pasien TB/HIV. programmer TB menyatakan
kurangnya pengetahuan HIV sebagai hambatan un-
tuk memberikan layanan TB/HIV terintegrasi, namun
penyegaran dan praktek lapangan dapat mengurangi
ketidaktahuan petugas tentang HIV serta kemudahan
akses konsultasi dokter dan spesialis menutupi keter-
batasan pengetahuan perawatan HIV.

”...Dukungan penuh tetapi mengingat
sarana prasarana dan pendanaan yang
kita punya, contohnya TB sudah kita
pisahkan ruang TB MDR, kita merehab
atapnya dan memasang kran dari dana
operasional, kalo ketenagaan terus terang
ga ada yang lain, untuk entri data dibantu
rekam medis. Kalopun perlu PE perlu di
SPPD kan, kalo sekarang untuk covid.
Sekarang ga boleh keluar kecuali untuk pe-
mantauan covid, ada tapi sedikit terutama
yang sifatnya kumpul kumpul ga boleh.
Sarana prasarana dan pendanaan yang
terbatas...”
(Kepala Puskesmas)

Hambatan integrasi layanan TB-HIV yang diidenti-
fikasi dalam yaitu: 1) Sistem manajemen kepegawa-
ian tidak mendukung, 2) Koordinasi dan Kerjasama
tim masih lemah, 3) Kapasitas dan pengembangan
sumber daya manusia belum optimal, 4) Sistem moni-
toring dan supervisi belum komprehensif.

1. Sistem manajemen kepegawaian tidak mendukung
Puskesmas berada di bawah aturan kepegawaian,

pimpinan menyebutkan bahwa perpindahan pegawai
bagian dari kebijakan sistem kepegawaian masalah-
nya diamati saat perekrutan petugas baru atau penu-
gasan di Puskesmas lain. Selain itu Puskesmas
memiliki petugas dengan pengetahuan dan keterampi-
lan tidak memadai menawarkan perawatan TB dan
HIV dan tidak adanya pedoman untuk mengarahkan
penyediaan perawatan TB dan HIV sebagai hambatan
penyediaan perawatan TB-HIV terintegrasi. Fak-
tanya bahwa kurangnya pengetahuan petugas men-
genai TB-HIV memunculkan stigma petugas terhadap
pasien HIV. Seperti pernyataan konselor HIV:

”...Kendalanya satu bu..stigma tetap
muncul yaitu stigma petugas, jadi untuk
mengurangi dengan berulang ulang kami
menyampaikan di lokmin, di apel dan WA
grup, stigmanya masih. Karena tidak se-
mua orang mau ngomong sama orang
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melambai atau orang bertato.” (konselor
HIV).

Mereka mengakui ketika programmer TB
dilengkapi dengan pengetahuan dan ketrampilan kon-
seling tes HIV dan dibimbing tentang pengelolaan TB
dan HIV mereka akan terbiasa dengan perawatan
TB HIV terintegrasi. Namun programmer menggam-
barkan beban kerja menjadi masalah dalam layanan,
sebagian besar programmer merangkap tugas men-
gelola layanan juga terlibat dalam manajemen, Keter-
batasan jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas men-
gakibatkan program TB mengelola layanan secara in-
dividu.

2. Koordinasi dan kerjasama tim masih lemah
Program TB dan HIV merupakan program ter-

padu dibawah program pengendalian penyakit menu-
lar dikelola dalam satu atap, namun di Puskesmas
program TB dan HIV menjadi program yang ber-
jalan sendiri. Sebagian responden berpandangan ada
hubungan tidak ramah antar petugas dan tidak bekerja
sebagai tim.

”...saya dengan posisi sebagai program-
mer TB, dimana saya punya otoritas berko-
ordinasi dengan dokter, tapi ada ke-
sungkanan bila tidak di stimulasi den-
gan orientasi peran sehingga komunikasi
dalam tim terbatas...pemberdayaan tim
DOTS masih lemah...”
(programmer TB/konselor HIV)

3. Kapasitas dan pengembangan sumber daya belum
optimal

Puskesmas tidak mampu mengatasi tingginya
jumlah pasien yang membutuhkan petugas terampil
terutama dokter dan perawat. Sementara manaje-
men TB dikelola perawat, konseling tes HIV dipimpin
oleh dokter dan bidan, hanya 1 perawat terlatih kon-
seling tes HIV selama penelitian ini. Ruang lingkup
praktik perawat terbatas untuk penyediaan layanan
TB/HIV terintegrasi. Sebagian responden berpandan-
gan petugas terutama dokter atau perawat memiliki
keengganan dalam manajemen TB dan HIV. Kemu-
ngkinan karena kurangnya pelatihan dan pemahaman
petugas, Seperti pengakuan programmer TB:

”...pernah mengajukan, terakhir perte-
muan dari dinas mengundang narasum-
ber untuk refreshing. Biasanya dinas
sudah punya peta puskesmas yang su-
dah atau belum pelatihan, yang sering
TB saja, harusnya diperbaharui karena
ilmunya berubah-ubah, karena masalah

yang muncul sekarang ada TB paru, TB
DM dan TB RO tapi saya males ikut pelati-
han, setelah pelatihan tambah kerjaan...”

4. Monitoring dan supervisi
Pimpinan dan programmer menyatakan bahwa

pimpinan melaksanakan monitoring layanan secara
periodik, melihat capaian dan kendala di Puskesmas,
namun programmer dinas kesehatan mengakui belum
ada sistem monitoring dan evaluasi komprehensif
untuk memantau kegiatan kolaborasi TB/HIV. Re-
alisasi monitoring program TB/HIV untuk mendap-
atkan umpan balik dan melakukan bimbingan masih
tahap rencana. Sementara pelaporan program masih
vertikal membuat perencanaan bersama di tingkat
Puskesmas menjadi sulit.

PEMBAHASAN
Kesiapan Layanan

Penelitian ini menunjukkan tingkat kesiapan
layanan umum dan layanan konseling tes HIV dalam
kategori baik sedangkan kesiapan layanan TB sub
optimal. Penilaian domain menemukan rendahnya
Puskesmas memiliki petugas terlatih dan pedoman
manajemen koinfeksi TB-HIV.

Kapasitas Puskesmas diartikan kemampuan sis-
tem kesehatan Puskesmas mempengaruhi keber-
hasilan memberikan layanan TB-HIV terintegrasi,
terutama ketersediaan petugas yang cukup terlatih
baik dari segi jumlah maupun kehadiran6 dan termo-
tivasi sebagai faktor pendorong integrasi layanan7.
Temuan penelitian ini, ketersediaan petugas ter-
latih dan pedoman manajemen TB-HIV menjadi do-
main yang paling rendah di Puskesmas. Petu-
gas terlatih diartikan petugas memiliki kemampuan
yang sesuai dengan standar dan tingkat kemahiran8

terutama terlatih manajemen TB-HIV9 yang diperlukan
mendistribusikan kegiatan. Kami menyoroti bahwa
Puskesmas memiliki sumber daya manusia yang tidak
memadai10, penyebabnya kelemahan manajemen
melakukan perencanaan pelatihan dan pengawasan
suportif serta gagal mempersiapkan petugas baru
dengan perpindahan petugas terlatih11 sehingga per-
gantian dan perpindahan staf12 bagian dinamika kepe-
gawaian di Puskesmas mempengaruhi ketersediaan
petugas terlatih. Faktanya, kami menemukan petu-
gas memiliki motivasi rendah mengikuti pelatihan se-
hingga ketika mendapatkan pelimpahan tugas muncul
kekhawatiran mengenai peningkatan beban kerja.
Selain itu, ada kebutuhan untuk mempertahankan
keterampilan dan pengetahuan petugas yang terlibat
layanan, ada upaya dari Dinas Kesehatan menutup
kesenjangan pelatihan melalui penyegaran dan pelati-
han singkat13 disertai on the job training. Penyediaan
pelatihan dan pedoman14 penting untuk meningkatkan
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pengalaman petugas selama perawatan15 dan memu-
ngkinkan memberikan layanan terintegrasi16. Oleh
karena itu penting untuk memenuhi kebutuhan tenaga
kesehatan dan pengembangan kapasitasnya tertuang
dalam perencanaan dan target program pelatihan se-
bagai suatu kebijakan dan praktik yang konsisten un-
tuk keberlanjutan implementasi.17

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Kepemimpinan sebagai penentu utama dalam up-

aya mendukung kesiapan implementasi dan mem-
punyai peran penting dalam membangun kapasitas.18

Kami menemukan kebijakan dan protokol meng-
haruskan Puskesmas melaksanakan TB-HIV terpadu,
namun tidak semua pimpinan mempunyai komitmen
dan dukungan manajemen memenuhi kebutuhan
layanan TB-HIV bahkan belum menjadikan prioritas
layanan. Dukungan struktural untuk memulai program
sangat penting, termasuk memastikan ketersediaan
aliran dana, strategi sumber daya manusia, pengem-
bangan kebijakan, menciptakan mekanisme rujukan
dan kerangka pelaporan.17 Namun yang patut di-
catat, penelitian ini menemukan perbedaan kebijakan
integrasi TB-HIV di Puskesmas Wates, Puskesmas
Kalibawang dan Puskesmas Pengasih 2 serta dukun-
gan manajemen dan koordinasi yang terkait dengan
persepsi yang tidak menguntungkan tentang inte-
grasi layanan TB-HIV. Secara keseluruhan temuan ini
menandakan perlunya advokasi tambahan tentang in-
tegrasi dan koordinasi program TB dan HIV. Meskipun
tingkat integrasi Puskesmas termasuk integrasi ver-
tikal, namun merupakan langkah awal dari proses in-
tegrasi, perlu kerangka kerja yang terperinci dan kebi-
jakan yang mengesahkan integrasi layanan di Puske-
mas. Kami melihat ada rencana menerapkan pen-
dekatan nasional ’one stop service’seragam dan luas
di Puskesmas dan upaya baik sedang berjalan un-
tuk meningkatkan kolaborasi melalui sistem informasi
bersama yang sedang dikembangkan. Strategi untuk
meningkatkan kapasitas petugas mengenai manaje-
men koinfeksi TB-HIV serta memperbaiki mekanisme
pemberian layanan19 tes HIV pada pasien TB yang
pada gilirannya mengurangi morbiditas dan mortali-
tas TB dan HIV merupakan tindak lanjut implemen-
tasi kolaborasi TB-HIV pilar ketiga yaitu memban-
gun dan memperkuat mekanisme layanan TB-HIV
terintegrasi.1

Hambatan dan Peluang
Pengetahuan petugas yang tidak memadai menye-

babkan petugas tidak siap menawarkan layanan TB-
HIV serta memunculkan stigma petugas terhadap
pasien HIV menyebabkan sikap dan perilaku diskrimi-
natif dalam bentuk sikap tidak ramah dan keengganan

memberikan perawatan HIV sehingga berdampak
pada kurangnya jumlah orang di tes HIV. Stigma petu-
gas merupakan hambatan struktural maupun inte-
grasi layanan. Hal tersebut menunjukkan perlunya
program pelatihan para petugas multidisipliner untuk
meningkatkan kesiapan layanan terintegrasi dan men-
gatasi stigma.20,21

Hambatan lain dari faktor organisasi karena
mengimplementasikan integrasi layanan membu-
tuhkan perubahan manajemen dan memerlukan tim
multidisiplin22 yaitu lemahnya koordinasi23 antar man-
ajer dan programmer menyebabkan kesulitan berko-
laborasi secara efektif dan dilemahkan oleh jarak ru-
ang antar unit serta pembagian peran mengarahkan
kerja sama petugas pada mekanisme layanan vertikal.
Sebagian besar pelaksana menganggap dinamika tim
dan alokasi tugas24 serta pembagian kewenangan
dan peran yang jelas sebagai fasilitator bagi kese-
diaan petugas untuk menyelesaikan perawatan yang
kompleks dan tidak ada koordinasi sebagai hambatan
layanan.

Kesimpulan dalam mengintegrasikan layanan TB-
HIV, kesiapan layanan saja tidak cukup menjadi dasar
atas kesiapan integrasi layanan karena kesiapan fung-
sional yang buruk seperti perencanaan, pendanaan,
dan hambatan organisasi mungkin sangat berat mem-
pengaruhi kesiapan layanan dan menjadi hambatan
implementasi integrasi layanan TB-HIV. Bahkan situ-
asi pandemi COVID-19 layanan TB mengalami pe-
rubahan layanan serta pemantauan pasien TB meng-
gunakan aplikasi whatsapp atau telepon bahkan satu
Puskesmas tempat penelitian mengalihkan ruangan
TB untuk memberikan layanan COVID-19. Mereka
menganggap pandemi ini merubah tatanan layanan
TB dan HIV termasuk perencanaan dan pendanaan
untuk kegiatan.

Implikasi Integrasi Layanan
Penilaian kapasitas Puskesmas memberikan in-

formasi kesiapan dan strategi untuk menerapkan in-
tegrasi layanan TB-HIV di Puskesmas. Dinas kese-
hatan dan Puskesmas perlu memberikan penyegaran
pengetahuan dan pelatihan bersama untuk memper-
siapkan petugas memiliki keterampilan dan pema-
haman yang baik mengenai perawatan TB dan HIV.
Untuk memperoleh manfaat dari integrasi layanan
kami merekomendasikan pentingnya memiliki petugas
yang mempunyai motivasi dan kemampuan menye-
imbangkan beban tugas memungkinkan integrasi di-
laksanakan sehingga mendorong motivasi petugas
dengan memberikan kewenangan dan peran yang je-
las, koordinasi yang mudah dan penghargaan yang
menguntungkan. Selain itu infrastruktur layanan pen-
dukung, mencakup semua pemeriksaan termasuk
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obat-obatan harus tersedia di Puskesmas. Implemen-
tasi lebih mudah jika komitmen pimpinan dan dukun-
gan manajemen mengarahkan perencanaan dan pen-
danaan TB-HIV secara bersama, selain itu mengawal
dan memantau penerapannya menentukan keberhasi-
lan implementasi integrasi layanan TB-HIV.

Keterbatasan dan Kekuatan Penelitian
Penelitian ini melakukan observasi ketersediaan

dan kesiapan layanan secara cross-sectional, tidak
melihat kualitas layanan, sehingga penilaian dapat
berubah pada waktu yang berbeda. Penelitian ini tidak
menyertakan Rumah Sakit sebagai layanan rujukan
sehingga tidak dapat menilai kesinambungan per-
awatan layanan TB dan HIV. Meskipun triangulasi dan
member checking untuk menjaga integritas ilmiah dari
penilaian ini, bias seleksi terjadi karena peneliti sendiri
yang melakukan pengumpulan data dan wawancara.
Proses mengadopsi kuesioner yang dikeluarkan oleh
WHO, pengalihan bahasa dari bahasa Inggris ke
bahasa Indonesia tidak melibatkan seseorang yang
memiliki alih bahasa sehingga memungkinkan ada
kesalahan memahami pertanyaan, namun telah di-
lakukan penyamaan persepsi dan menyesuaikan den-
gan layanan di Puskesmas. Selain itu uji coba kue-
sioner di Puskesmas Wates dengan mewawancarai
dokter puskesmas sebagai informan dan kami mema-
sukkan Puskesmas tempat uji coba penelitian den-
gan mewawancarai informan yang berbeda dengan tu-
juan mendapatkan data ketersediaan layanan di se-
mua Puskesmas.

Penelitian ini dilakukan di seluruh Puskesmas se-
hingga dapat menggeneralisasikan dan menggam-
barkan kesiapan layanan TB-HIV di tingkat
Puskesmas merupakan upaya pertama menilai meng-
gunakan SARA. Kami menggunakan mixed methods
untuk membangun pemahaman yang lebih lengkap
mengenai masalah penelitian serta mengeksplorasi
pandangan-pandangan dari programmer secara men-
dalam.

KESIMPULAN

Studi ini menyimpulkan hanya satu Puskesmas
memiliki kesiapan layanan TB dan layanan konseling
dalam kategori baik. Kami merekomendasikan kebu-
tuhan keterlibatan kepemimpinan untuk mengarahkan
dukungan manajemen dan memperkuat koordinasi TB
dan HIV serta mengatasi kesenjangan pelatihan dan
pengetahuan petugas untuk meningkatkan kapasitas
Puskesmas. Hambatan diidentifikasi diantaranya sis-
tem kepegawaian tidak mendukung, koordinasi dan
kerja sama tim masih lemah, pengembangan kapa-
sitas tidak memadai dan monitoring supervisi tidak
komprehensif.
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